BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4)

Mengingat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang :
»Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran -
“Negara. Republik . Indones1a Tahun 2005 Nomor 48,
" Tambahan Lembaran Negara Repubhk ‘-Indonesi'a T
~Nomor 4502); : :
‘Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 1 tahun 2002 .
tentang Struktur Organlsa31 Rumah Sakit umum Daerah;

i.&Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006

Tentang - Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

_ Sebagimana ‘Telah beberapa kali diubah terakhir dengan ,
~ Peraturan Menteri Dalam Negeri:Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Benta Nega.ra Repubhk ‘

R ?Indonesm Tahun 2011 Nomor 310); = -

10
~ tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan_' '
E Layanan Umum Daerah =~ , ,

o 11. Peraturan Menten Keuangan Nomor 76/ PMK 05 / 2008'
12.

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Akuntansi - dan Pelaporan Keuangan

»‘,;,Badan Layanan Umum, :

‘Keputusan e Menterl \Z'Kesehatan | : ‘Nomor
- 1981/MENKES/SK/XII/2010 . tentang = - Pedoman
1AkuntanS1 Badan Layanan Umum Rumah Sakit; LA

Peraturan’ Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 10 Tahun

°2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, -
:Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembagan g
’ ’iTeknls Daerah Kabupaten Bengkahs | e

MEMUTUSKAN

3 "‘PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN ,
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KECAMATAN MANDAU

'BAB’I' e
'KETENTUAN UMUM

'?.Pasau G

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

1.

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah sebagal unsur

_penyelenggara Pemenntahan Daerah yang mem1mp1n pelaksanaan -

urusan Pemerlntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupau adalah Bupat1 Bengkahs ' ‘

. Rumah Sakit Umum Daerah ‘yang selanJutnya dlsebut RSUD adalah" » o _:
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau. = S

. PeJabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah Kepala Baglan o
-‘Keuangan Sekreta.rlat Daerah Kabupaten Bengkahs S e il



Badan Layanan Umum Daerah yang sélan_]utnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

‘Badan Layanan Umum Daerah dan ‘dibentuk untuk memberikan
'pelayanan kepada masyarakat berupa: penyed1aan barang dan/atau

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan keg1atannya dldasarkan pada prinsip efisiensi dan‘
produkt1v1tas : _

Sistem Akuntan31 Pemenntahan adalah rangkalan sistematik dari
prosedur manual maupun -yang - terkomputensa31 mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi’
keuangan dan opera31 keuangan pemenntah ‘

Standar Akuntans1 Keuangan yang selanjutnya dlsmgkat SAK adalah v‘
prinsip akuntansi yang - dltetapkan oleh ikatan: profesi akuntansi -

 Indonesia dalam menyusun dan menyajlkan laporan keuangan suatu
~ entitas usaha. : o

10.

Sistem akuntanS1 BLUD adalah serangkalan prosedur manual '
maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, penglkhtlsaran dan pelaporan keuangan BLUD.

Siklus Akuntansi adalah proses akuntansi/ pembukuan mulai dar1_ N

terjadinya transaks1 sampai dengan terbltnya laporan keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung]awaban BLUD berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional/ Akt1v1tas, Neraca :

S Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

11.

12.

13,

14.

15,

-~ 16.

Neraca adalah laporan yang menya_]lkam informasi posisi- keuangan
BLUD ya1tu aset, kewajiban dan ekuitas dan pada tanggal tertentu.

Laporan Reahsa31 Anggaran adalah laporan yang menya_]lkan
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pemblayaan, sisa lebih/kurang pemblayaan anggaran yang masing-
masmg d1perband1ngkan dengan anggarannya dalam satu penode

Laporan Operas1ona1 adalah laporan ‘yang menya_]lkan mforma31
realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu ‘

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyapkan 1nformas1 arus -

masuk dan keluar kas selama penode tertentu yang d1k1a31ﬁkas1kan : Bt
berdasarkan akt1v1tas opera31 akt1v1tas 1nvcsta81 dan akt1v1tas B

pemblayaan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menya_]lkan

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang
memada1 \ 8oL : : '

Kode akun adalah daftar perklraan buku besar yang dltetapkan dan

disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan -
o pelaksanaan anggaran serta pembukuan dan pelaporan keuangan

17.

Bagan akuntansi adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan

~ dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan

e pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan



18. Prosedur akuntansij Jéda.lah: E pro.sedl.ir yang digunakan untuk
 menganalisis, mencatat, mengklasifikasi - dan menglkhtlsarkan‘
informasi untuk dlsajlkan dalam laporan keuangan sesuai siklus

akuntansi.

10. Sistem Pengendahan Intern adalah pfoses : yang integral padaf
tindakan dan keglatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan  seluruh -pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalul kegiatan yang "
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang—r

‘ undangan

20. Basis akrual adalah bas1s akuntans1 yang mengaku1 pengaruhf o
-~ transaksi dan penstlwa lamnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatlkan saat kas- atau setara kas diterima atau -

R d1bayar

21. Laporan Keuangan Konsollda81 adalah suatu laporan keuangan yang _: =
merupakan gabungan - keseluruhan laporan keuangan entitas -

. akuntan31 sehlngga Rumah Sakit sebagal satu entitas pelaporan

22, Satuan Pengawas Intemal adalah Perangkat BLUD yang bertugas =
o ,melakukan pengawasan ‘dan pengendalian - internal dalam rangka
membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, -

keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social -

L responszbzlzty) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

 23. Audit adalah proses ‘sistematis yang dllakukan oleh orang yang
- kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluam

bahan bukti ‘dan ' bertujuan - membenkan : pendapat mengenai - -

kewaJaran laporan keuangan Rumah Sak1t

- BAB II
TUJ UAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Slstem Akuntans1 Keuangan BLUD adalah untuk »
mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat tepat waktu sesuai SAK dan i ’

peraturan perundang-undangan o

: e . " BABIII . P
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RSUD KECAMATAN MANDAU

- Pasa13 o

- (1) Rumah Sak1t menyelenggarakan SAK BLUD sesua_l standar akuntans1

‘keuangan yang d1terb1tkan oleh asos1a81 profe31 Akuntan Indone51a

:   .'(2) Penyelenggaraan 81stem akuntan81 da.n laporan keuangan sebagalmana_
dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuanv '

pendapatan, b1aya aset, kewapban, dan ekultas R

(3) SAK BLUD sebagalmana d1maksud pada ayat (2) dlselenggarakan secara"' "

manual atau komputensa51

Pasal 4

) Setlap transak31 keuangan Rumah . Sak1t harus d1akuntans1kan dan y o

dokumen pendukungnya dlkelola secara tert1b




e

@

@

) c. Sistem akuntansi Rumah Sak1t dlsusun dengan berpedoman padav 5

(1)

(1)

@

‘Dalam hal Rumah Sak1t menyelenggarakan Un1t Blsnls send1r1 yang' :
mendukung pelayanan maka Rumah - Sakit wajib ‘menyelenggarakan

sistem akuntansi Un1t B1sn1s yang terlntegra51 dengan 31stem akuntansi
Rumah Sakit. - ‘ : i . :

Pasal 5 S

SAK BLUD Rumah Sak1t memuat: - : S o
a. Sistem Akuntan81 Keuangan yang menghasxlkan Laporan ‘Keuangan -
“pokok untuk keperluaan akuntablhtas manajemen dan transparansi;

b. Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasﬂkan laporan asset tetap
untuk keperluaan aset tetap;

c. Sistem Akuntansi ‘Biaya, yang menghasﬂkan 1nformas1 biaya satuan

. (unit cost per unit layanan), pertanggung]awaban k1ner_1a ataupun
" informasi lain untuk kepentlngan mana_]enal :

SAK BLUD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan R e

81stem akuntansi lam yang berguna untuk kepentlngan manajenal s
SAK BLUD Rumah Saklt mem111k1 karaktenstlk antara lain sebagai berikut:

a. Basis akuntan31 yang dlgunakan pengelola Rumah Saklt adalah bas1s S
akrual; e

b. Sistem akuntans1 dllaksanakan dengan 's1stem pembukuan
berpasangan; : :

pnn31p pengendahan 1ntern sesua1 praktek b1snls yang sehat

Pasa16 e

SAK BLUD terd1r1 atas sub 81stem yang tenntegra31 untuk menghasﬂkan
laporan keuangan dan laporan lamnya yang berguna bagl pihak-

- -~ pihak yang membutuhkan
@

SAK sebaga1mana d1maksud pada ayat | (1) pahng sed1k1t mencakup

kebijakan akuntansi, prosedur akuntan81, sub system akuntan31 dan

bagan akun standar '
ol Pasal 7
Kebgakan akuntans1 sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 mehputl |

pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian - dan pengungkapan aset, s )

kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya. -

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlsusun dani .

ditetapkan oleh D1rektur dengan mempertlmbangkan ‘

- a. Penyajian wajar;

b. Substansi mengungguh bentuk (substance over fonn),

~ ¢. Materialitas.

(3)

w

Kebijakan akuntansi sebagalmana tercantum dalam ayat (1) dlatur lebih

‘lanjut dengan Keputusan D1rektur

, Pasal 8 , , |
Prosedur akuntans1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasa] 6 mehputl
a. Prosedur akuntan31 kcuangan, o :

“b. Prosedur akuntan31 aset tetap, dan

_ c. Prosedur akuntan31 b1aya,

2)

Prosedur akuntan81 keuangan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)’, i

. huruf a meliputi: =~



‘a. Sub Prosedur pelaporan keuangan, (‘ e
‘b. Sub Prosedur akuntans1 pendapatan, e o
c. Sub Prosedur akuntansi beban, o

d. Sub Prosedur akuntansi aset

e. Sub Prosedur akuntan31 kewapban, dran

f. Sub Prosedur akuntans1 ekultas, |

o (3) Prosedur akuntansi aset tetap sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf

" b meliputi serangkalan proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai

- dengan pelaporan yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk
keperluan manajemen aset. Sistem ini  menyajikan informasi tentang
‘jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun
bukan milik BLUD tetap1 berada dalam pengelolaan BLUD. :

- .(4) Prosedur akuntans1 blaya sebagalmana dimaksud. pada ayat ( 1) huruf c
. meliputi serangkalan proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai -
dengan pelaporan yang menghasilkan informasi tentang harga pokok
produksi, biaya satuan (unit cost) per unit layanan, dan evaluasi varian
yang berguna - dalam perencanaan - dan pengendahan pengambllan
j keputusan, dan perh1tungan tarif layanan : ‘

“(5) Prosedur akuntansi sebaga1mana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan |
"~ ayat (2) dlatur leb1h lanJut dengan Keputusan D1rektur a

Pasal 9

1) Kode akun standar merupakan daftar perk1raan buku besar yang
ditetapkan dan “disusun  secara sistematis ~untuk memudahkan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntan51 dan
pelaporan keuangan : , o ~

v"ff'(2) Kode akun sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) mehputl kode akun
 neraca dan kode akun laporan akt1v1tas

(3) Kode akun neraca sebagaJmana dlmaksud pada ayat (2) mehputl kode SR |

akun aset, kode akun kewa_uban, dan kode akun ekultas

“(4) Kode akun laporan operas1ona1m sebagaJmana d1maksud pada ayat (2)
mehputl kode akun pendapatan dan kode akun beban / blaya

ke (5) Kode akun yang dlgunakan sebaga1mana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) dlatur leb1h lan_]ut dengan Keputusan D1rektur S ,

' :; Pasal 10

: .,]Penode akuntansi Rumah Saklt dalam masa 1 (satu) tahun mula1 dan tanggal

o1 Januan sampa1 dengan tanggal 31 Desember

AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 1 1

5 - e

(1) BLUD menerapka.n sistem 1nformas1 mana_]emen keuangan sesual dengan
' kebutuhan praktek bisnis yang sehat. - :

E i (2) Setlap transak51 keuangan BLUD dlcatat dalam dokumen pendukung yang S
dlkelola secara tertlb o ; : '




;j;'Pasal 12

{;_”(1) BLUD menyelenggarakan akuntan81 dan laporan keuangan sesuai dengan
‘standar akuntansi keuangan yang diterbitkan. oleh Asosiasi Profesi
. Akuntansi Indones1a untuk manajemen bisnis yang sehat.

(2) Penyelenggaraan akuntans1 dan laporan keuangan sebagalmana d1maksud o
- pada -ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan -
pendapatan b1aya -asset, kewajlban dan ekultas dana :

(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagalmana dlmaksud pada
- ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi 1ndustr1 yang spesifik
sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan T

Pasal 13 . S Lo : i
" (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dank | p‘elaporan keuangan ‘
" berbasis akrual sebaga1mana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), pemimpin

- BLUD menyusun kebljakan akuntans1 yang berpedoman pada standar
akuntansi sesuai Jenls layanannya : :

| k('2) Kebijakan akuntansi BLUD scbagalmana dlmaksud pada ayat (1), S
~ digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan asset kewajlban, ekultas dana, pendapatan dan blaya '

- : : R ; Pasal 14
‘ '_ (1) Laporan Keuangan BLUD terd1r1 dar1

a.Neraca yang menggambarkan pos1s1 keuangan mengena1 asset,
kewa_]lban, dan ekultas dana pada tanggal tertentu; '

b Laporan Operasmnal yang bens1 1nformas1 _]umlah pendapatan dan blaya'
BLUD selama satu periode. - o

~c.Laporan Arus Kas yang menya_]lkan 1nformas1 kas berkaitan dengan
aktivitas operas1ona1 ‘investasi,  dan aktivitas pendanaan dan/atau
pembiayaan yang menggambarkan saldo ‘awal, penenmaan, pengeluaran

- dan saldo akhir kas selama periode tertentu, dan e

d.Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan naratif atau -
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Keuangan v

Lo (2) Laporan Keuangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan I

) laporan K1nezja berisikan 1nforma31 pencapalan hasil/ keluaran BLUD.

(3) Laporan Keuangan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1), d1aud1t oleh
_ pemenksa eksternal sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 15

(1) 'Set1ap tnwulan BLUD RSUD menyusun dan menyampalkan laporan.
. operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, pahng lambat 15 (lima
' belas) ‘hari setelah penode pelaporan berakhir.

-(2) Setlap semesteran dan - Tahunan BLUD RSUD menyusun dan
L menyampalkan laporan keuangan ‘lengkap yang' terdiri dari laporan
' operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam
- laporan keuangan pemerintah daerah pahng lambat 2 (dua) bulan setelah

L penode pelaporan berakhlr Che i L




Pasal 16
Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat
(2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 Desember 2015
Pj. BUPATI BENGKALIS,

-
éj% R

H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. HANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 61




